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ABSTRAK

Bentuk diskriminasi pada disabilitas memang sudah menjadi perhatian
yang serius. Berbagai lembaga yang bergerak pada isu kelompok rentan serta
disabilitas  kini mulai banyak melakukan pembelaan, pendampingan,
pemberdayaan serta penguatan bagi disabilitas. Satu-satunya organisasi
penyandang disabilitas di Kulon Progo adalah PPDKP. Oleh karena itu, penelitian
inibermaksud untuk melihat bagaimana peran advokasi yang dilakukan PPDKP
terhadap pemerintah kabupaten Kulon Progo terkait perda nomor 3 tahun 2016
tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan
metode diskriptif kualitatif untuk mengungkap fakta dan fenomena yang ada di
masyarakat. Setelah melakukan peneitian, peneliti menyimpulkan bahwa PPDKP
masih lemah dalam melakukan advokasi pendesakan perda hal ini dikarenakan
PPDKP masih kurang memahami tentang advokasi serta PPDKP masih kurang
relasi pemerintahan. Karena hal tersebut, CIQAL, ILAI dan SIGAB berinisiatif
membantu dalam proses advokasi pendesakan peraturan daerah kabupaten kulon
progo tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam setiap proses
advokasi, PPDKP selalu dibantu oleh lembaga. Hingga pada akhirnya PPDKP
beserta lembaga yang membantu mendapatkan hasil yang memuaskan dimana
pemerintah  Kulon Progo mengeluarkan perda tentang pemenuhan hak
penyandang disabilitas. Meskipun PPDKP dalam proses advokasi selalu mendapat
bantuan dari lembaga, namun peran dari PPDKP tidak bisa diremehkan begitu

saja.

Kata Kunci  : PPDKP, Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo, ILAI,
CIQAL, SIGAB, Peraturan Daerah, Perda Disabilitas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Penyandang disabilitas” merupakan pengganti dari istilah

“penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan.

Istilah penyandang disabilitas resmi mulai digunakan di Indonesia
semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang
disabilitas atau “ the UN convension on the rights of persons with
disabilities” pada November 2011 lalu melalui undang-undang No.19
tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang
disabilitas.!
Penyandang disabilitas atau lebih sering disebut sebagai difabel adalah istilah lain
dari penyandang cacat atau dapat disebut juga sebagai penyandang masalah
kesejahteraan soasial.” Hal ini dikarenakan mereka penyandang difabel sering
terganggu keberfungsian sosialnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik

itu bekerja di sebuah perusahaan ataupun ditempat lain.

Selain itu penyandang disabilitas juga disebut sebagai kelompok rentan
dalam memenuhi haknya baik hak mendapat pendidikan, lapangan kerja, akses
hukum dan lain-lain. Berbicara mengenai penyandang disabilitas, yang sangat
rentan terhadap tindak kekerasan dari factor external, seperti kekerasan fisik,

factor internal yaitu psikis yang dialami oleh penyandang disabilitas. Seperti

! M. Syafi’ie, Purwanti, Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara, (Yogyakarta
: SIGAB ,2014), him 3-4

2 http://dinsos.jogjaprov.go.id./jenis-jenis-pmks/diakses pada 15 Januari 2017, dinas
sosial mengungkapkan, penyandang disabilits adalah setiap orang yang mengalami kelainan fisik,
dan/mental yang dapat menganggu dan merupakan rintangan yang dapa menghambat dirinya
dalam melaksanakan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya dengan layak, yang
terdiridari penyandang disabilitas fisik, mental , mental dan fisik.


http://dinsos.jogjaprov.go.id./jenis-jenis-pmks/diakses%20pada%2015%20Januari%202017

contohnya masih banyak masyarakat yang memandang penyandang disabilitas
sebagai bentuk kehadiran yang sangat tidak menyenangkan bahkan memperburuk

keadaan.®

Ada banyak hal yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dari bentuk
kekerasan psikis seperti ejekan atau bullying yang masyarakat lakukan kepada
kelompok penyandang disabilitas yang tak jarang hal ini akan berdampak buruk
bagi psikis mereka seperti merasa sedih, minder atau kurang termotivasi sampai
putus asa. Selain itu, anggapan masyarakat yang menganggap bahwa seseorang
dengan Kketerbatasan fisik seperti penyandang disabilitas ini tidak mampu
melaksanakan keberfungsian sosialnya secara baik atau dengan kata lain
bergantung kepada orang lain. Masyarakat juga masih menganggap bahwa
penyandang disabilitas tidak bisa melanjutkan atau mengenyam pendidikan.
Bentuk diskriminasi lainnya yaitu kurangnya lapangan kerja bagi penyandang

disabilitas.*

Selain dunia pekerjaan, pada tingkat yang juga tak kalah penting yaitu

pada sector pendidikan. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk

% pengetahuan masyarakat tentang kecacatan masih dikuasai oleh mitologi-mitologi
tertentu
yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Dalam pandangan masa itu, kecacatan dipandang
sebagai sebuah retribusi (bayar kembali atau balasan) akibat perbuatannya di masa lalu. Sesuai
pandangan tradisional, kecacatan dinilai dan dikaitkan sebagai bentuk pelanggaran atau dosa masa
lalu yang dilakukan seseorang atas ajaran agama, keyakinan lokal atau pantangan nenek moyang,
sehingga kecacatan dipandang sebagai imbalan atau balasan yang harus ditanggung dalam
kehidupan sekarang sebagai penebusan dosa. Franciscus Adi Prasetyo,”Disabilitas dan Isu
Kesehatan”, pusat kajian disabilitas fakultas ilmu social dan politik, Universitas Indonesia dalam
buletin pusat data dan informasi kementrian RI, 2012.

* Diskriminsi ini dilihat dari beberapa berita yang termuat dari surat kabar maupun
mendia elektronik. Berbagai lowongan pekerjaan sampai saat ini masih mencantumkan “tidak
cacat” (Tribun 1 Desember 2011)



mendapatkan pendidikan yang sama seperti manusia normal meski dengan cara
pembelajaran yang berbeda. Selain itu, pendidikan keguruan saat ini harus diberi
tambahan ilmu mengenai pengajaran kepada kaum disabilitas seperti memahami
bahasa isyarat, membaca menggunakan braile serta keterampilan lain yang harus
dimiliki untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang

sama dengan manusia normal lainnya.

Tabel 1.1 : Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Dunia Pendidikan

No Pe-rrjg%ﬁtan Laki-laki Perempuasn Jumlah
1. S2 atau S3 148 55 203
2. S1 atau D4 4.944 3.481 4.944
3. D3 2.894 1.913 2.894
4. D1/D2 414 277 414
5. SLTA 64.773 44,995 64.773
6. SLTP 91.196 60.052 91.196
7. SD 386.752 234.316 306.752
8. Tidak Sekolah 838.343 431.191 838.343

Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012, buletin Jendela ”Situasi
Penyandang Disabilitas” Semester 11 2014.

Data diatas terlihat bahwa partisipasif penyandang disabilitas dalam dunia
pendidikan masih sangat kurang. Bukan tidak mungkin hal tersebut pula yang
menyebabkan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mempunyai
pekerjaan serta keterampilan yang seharusnya dapat menjadi modal bagi

penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Dibawah ini



terdapat tabel yang menunjukan jumlah pemyandang disabilitas di Indonesia

berdasarkan klasifikasi dengan jenis pekerjaannya:

Tabel 1.2. Situasi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pekerjaan di Indonesia

Jenis Pekerjaan Perempuan Laki-laki Jumlah
Tidak Bekerja 525.214 513.365 1.038.579
Buruh 74.350 29.911 104.261
PNS/TNI/Polri 3.045 985 4.030
Petani 111.720 40.518 152.238
Jasa 34.636 15.884 50.520
Pegawai Swasta 4.831 1.490 6.321
Pegawai
BUMN/BUMD 298 59 357
Pedagang/Wiraswasta 20.014 9.416 29.430
Peternakan/perikanan 3.196 488 3.648
Total 777.304 612.116 1.389.384

Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012, buletin Jendela
”Situasi Penyandang Disabilitas” Semester 11 2014.

Adanya keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas membuat
mereka menyerah dengan keadaan yang ada dan lebih memilih tidak bekerja.
Banyak lapangan pekerjaan yang tidak menerima penyandang disbilitas membuat
mereka rawan kemiskinan dan keterlantaran. Jumlah peyandang disabilitas di
Indonesia pada tahun 2004 mencapai 1.480.000 jiwa.’> Pada tahun 2012 menurut

hasil dari PPLS (Program Perlindungan dan Layanan Sosial)sebagai berikut:

® Adapun rincian sebagai berikut: Penyandang tuna daksa berjumlah 162.800 orang
(11%). Tuna netra berjumlah 192.400 orang (13%) dan tuna rungu berjumlah 503.200 orang
(34%) mental dan intelektual berjumlah 348.800 (26%) dan orangbyang pernah mengalami
penyakit kronis (kusta dan tuberkolois) 236.800 (16%)



Tabel 1.3. Jumlah Tipe Penyandang Disabilitas

Tipe Disabilitas Jumlah
PD Netra 142.860
PD Rungu Wicara 36.956
PD Daksa 263.879
PD Kronis 3.014.827
PD Intelektual (Graita) 213.033
ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) 65.122
PD Ganda 102.122
Jumlah 3.838.985

Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012, buletin Jendela “Situasi

Penyandang Disabilitas” Semester 11 2014

Sedangkan di Yogyakarta pada Tahun 2016 berjumlah 25.050 jiwa
jumlah tersebut dengan rincian laki-laki sebnayak 13.589 dan perempuan 11.461
jiwa. Dari llima daerah di DIY, Kulon Progo berjumlah 4.399, Bantul 5.437,
Gunung Kidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 3.708 jiwa®. Dari
jumlah keseluruhan di Yogyakarta tersebut, tentunya pemerintah Yogyakarta
secara khusus harus memperhatikan masyarakat khususnya difabel untuk dapat
memenuhi hak nya sebagai warga Yogyakarta seperti mendapat keadilan serta

kesempatan mendapat pekerjaan.

® Khaerur Reza, “Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di Yogykarta™,
diakses dari http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-cacat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-
disabilitas-di-diy. diakses pada 15 Januari 2017 pukul 17:00WIB



http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-cacat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy
http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-cacat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy

Berdasarkan sample terhadap 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak
33% perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan dan 22% menimpa
perempuan tanpa penyandang disabilitas.” Konvensi tentang hak-hak Penyandang
Disabilitas CRPD (Convention on the Right of Person with Disabilities) yang
telah diratifikasi oleh pemerintah Republic Indonesia, undang-undang Nomor 19
Tahun 2011 pasal 5 menerangkan bahwa Negara menjamin kesetaraan
perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi

atas dasar disabilitas.®

Kelompok-kelompok rentan, juga memiliki organisasi yang dimanana
didalamnya beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama
dan memilliki tujuan yang sama. Organisasi dan LSM juga berperan penting
dalam melindungi kelompok rentan. Kelompok-klompok rentan seperti
perempuan korban tindak kekerasan bisa mengadukan atau mendatangi Lembaga
— lembaga tertentu yang secara kusus melayani hal ini seperti Rifka Anisa yang
dimana didalamnya terdapat para pekerja sosial serta konsultan yang mampu
membantu klien menyelesaikan masalanya. Selain itu, bagi remaja yang
mengalami permasalahan seperti putus sekolah karena masalah ekonomi, korban
tindak kekerasan, serta remaja jalanan juga memiliki lembaga yang menaungi
mereka seperti BPRSR ( Badan Perlindungan Reabilitasi Sosial Remaja) di dalam
panti atau lembaga ini memiliki banyak peran atau program yang tentunya

bermanfaat bagi klien atau remaja binaan yang pastinya tujuan dan hasil yang

" M. Syafi’ie, Purwanti, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, (Yogyakarta:
sigab,2014), him 24.

® Satya Adi Purwanta, Penyandang Disabilitas, Vulnerable groups: Kajian & Mekanisme
Perlindungan, (September, 2012), him 287.



diharapkan berdampak positive bagi remaja binaan. BPRSA (Balai Rehabilitasi
Sosial dan Pengasuhan Anak) merupakan panti sosial yang bergerak pada isu anak
yang mengalami permasalahan seperti broken home, anak jalanan, dan lain
sebagainya. Panti Werda merupakan salah satu panti sosial yang khusus berfokus
pada lansia selain itu ada juga BRTPD yang merupakan panti sosial yang berfokus
pada penyandang disabilitas. SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel),
CIQAL (Center for Improfing Qualified Activity in Live), ILAY (Independent
Legal Aid Institute) merupakan salah satu lembaga yang bergerak melindungi atau

membantu penyandang disabilitas.

Lembaga serta panti sosial tersebut, dengan sengaja dibentuk oleh
pemerintah atau kelompok yang merasa tertarik dengan isu tertentu. Bicara
mengenai difabel, yang merupakan fokus dari penulisan ini khususnya di
kabupaten Kulon Progo terdapat organisasi yang seluruhnya beranggotakan
penyandang disabiliitas yaitu DPO ( Disabled People Organizations) yang
merupakan organsasi yang berada di wilayah kecamatan. Labih tinggi lagi di
tingkat kabupaten yaitu PPDKP ( Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo)

yang juga didalamnya beranggotakan penyandangn disabililtas.

Organisasi PPDKP dibuat tentunya karena mamiliki tujuan yang
merupakan kepentingan penyandang disabilitas. Salah satu dari tujuan jangka
panjang yang ingin dicapai oleh organisasi ini adalah melakukan advokasi
terhadap kabupaten Kulon Progo untuk membuat peraturan daerah yang secara

khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan kebutuhan disabilitas Kulon



Progo. Gagasan melakukan advoksai ini muncul dikarenakan banyaknya tindak
diskriminasi, kekerasan terhadap penyandang disabilitas seperti data yang telah
disebutkan diatas serta kurangnya perlindungan atau pemenuhan kebutuhan yang

dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Pada Tahun 2012, terdapat 30 kasus yang menimpa penyandang
disabilitas. Permasalahannya beragam mulai dari tindakan asusila, penyiksaan
(pemasungan), penelantaran sampai penolakan-penolakan yang dilakukan
sejumlah sekolah terhadap kaum penyandang disabilitas.” Selain itu juga
aksesibilitas penyandang disabilitas juga tidak disediakan oleh pemerintah
kabupaten Kulon Progo. Aksesibilitas seperti akses jalan yang khusus dibuat bagi
penyandang disabilitas netra, akses sarana dan prasarana umum seperti toilet
khusus bagi penyandang disabilitas, akses transportasi yang menyulitkan
penyandang disabilitas daksa dalam menggunakan pelayanan umum vyaitu

kendaraan transportasi umum.

Mengingat adanya peraturan yang terkait dengan perlindungan bagi
penyandang disabilitas, yang sudah di buat oleh pemerintah sehingga menjadi
bahan acuan untuk daerah Kulon Progo melakukan advokasi pemenuhan hak
penyandang disabilitas. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penyandang disabilitas adalah:

% Hasil wawancara dengan Bapak Sarli dalam pendampingan penyadang disabilitas
berhadapan dengan hukum oleh SIGAB, Sabtu 28 Januari 2017.
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Inventarisasi aturan hukum yang relevan untuk perwujudan hak

penyandang disabilitas.*

a. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Undang-undang No. 40 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh

¢. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga

d. Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang konvenan internasional
hak-hak sipil dan politik

e. Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota legislatif

f.  Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

g. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan

h. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

i. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

j.  Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang rumah sakit

k. Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

I.  Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-
hak penyandang disabitas

m. Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara
jaminan sosial

n. Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang peilihan umum

57-58.

19 Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm
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0. Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
2. Peraturan Pemerintah™
a. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar
biasa
b. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang upaya
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat
c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
No. 32 tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
e. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
f. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2012 tentang kendaraan
3. Peraturan Menteri'?
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang
standar isi utnuk status pendidikan Dasar dan Menengah
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis dan Aksesibilitas pada Gedung dan Lingkungan
c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 tahun 2008 tentang

Penetapan Kerja

' 11 Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm
58-59.

1212 Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm
59-60
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Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang
Pendidikan inklusif

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak No. 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan Anak
Berkebutuhan khusus

Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang pedoman
pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan
sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Keputusan menteri tenaga kerja No. KEP-205/MEN/1999 tentang

peatihan kerja dan penetapan tenaga kerja penyandang cacat.

Peraturan Daerah®®

Peraturan Daerah DIY No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan
pemenuhan hak-hak disabilitas

Perturan Gubernur DIY No. 21 tahun 2013 tentang pendidikan
inklusif

Peraturan Gubernur DIY No. 43 tahun 2013 tentang pembentukan
pusat sumber pendidikan inklusi

Peraturan Gubernur DIY No. 51 tahun 2013 tentang sistem
penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang
disabilitas

Peraturan Gubernur DIY No. 14 tahun 2014 tentang penilain

kebutuhan penyandang disabilitas

60.

'3 13 Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm
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6. Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2014 tentang tata cara

penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas

Dari peraturan diatas, menjadi tolak ukur untuk membuat peraturan
perundang-undangan ditataran kabupaten Kulon Progo. Seiring berjalannya
waktu, advokasi yang dilakukan oleh PPDKP berjalan selama delapan tahun dari
tahun 2008 sampai 2016 yang pada akhirnya mendapatkan hasil yaitu pemerintah
kabupaten Kulon Progo mengeluarkan peraturan daerah kabupaten Kulon Progo
nomor 3 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan perlindungan penyandang
disabilitas yang tentunya dalam proses advokasi terdapat banyak tahapan yang
harus dilalui oleh PPDKP beserta LSM yang membantu dalam pencapaian perda

kabupaten Kulon Progo ini.

Advokasi yang dilakukan oleh PPDKP memakan waktu yang panjang dan
terdapat banyak hambatan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran dari
PPDKP dalam berjuang untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak

meraka kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah peran advoksi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo
(PPDKP) melalui penertiban perda?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

e Mengetahui peran PPDKP dalam pelaksanaan advokasi.
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2. Manfaat Penulisan

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman
akademis serta bahan bacaan atau referensi tentang peran sebuah
organisasi difabel dalam melakukan advokasi terhadap pemerintahan
dengan tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi
masyarakat serta bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan
mengenai sebuah proses advokasi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai peran sebuah organisasi yang membantu proses
advokasi atau melakukan advokasi guna membantu kaum difabel memang sudah
banyak diteliti oleh banyak pihak. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan
seperti :

Penelitian yang berfokus pada advokasi difabel ada tiga penelitian.
Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Ayu Maulidina mahasiswa IImu
Kesejahteraan Sosial tahun 2016 yang dibimbing oleh dosen IiImu Kesejahteraan
Sosial Andayani, S.IP, MSW. yang berjudul Advokasi Terhadap Difabel Korban
Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel
(SIGAB). Dalam skripsinya, Ratri Maulidina melihat peran SIGAB dalam
membantu proses Advokasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang

mengalami permasalahan yaitu kekerasan seksual. Skripsi ini memperlihatkan
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bahwa penyandang disabilitas juga wajib mendapatkan keadilan di mata hukum.*
Perbedaan penelitian yang dilakukan oeh Ratri Ayu Maulidina dengan penelitian
yang akan saya lakukan adalah penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu melihat
peran sebuah organisasi yang didalamnya beranggotakan penyandang disablitas
dalam melakukan advokasi guna mendapatkan peraturan daerah yang secara
khusus mengatur pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas.

Serta penelitian Sabirin dosen tetap fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul Advokasi Terhadap
Komunitas Difabel Anak Jalanan dan Remaja Jalanan (Refleksi Praktik
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Derah Istimewa Yogyakarta).
Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan oleh lembaga
Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang melakukan advokasi
dengan bantuan dari lembaga dan yang terkait dalam kasus ini. Kasus yang
diangkat dalam penelitian ini adalah proses advokasi yang dilakukan untuk
membantu RL (nama disamarkan) yang merupakan remaja jalanan (remjal)
difabel (tuna rungu dan bisu) yang mengalami permasalahan. la merupakan
korban hamil diluar nikah yang sampai saat ini tidak ada yang mengakui sebagai
ayah dari bayi RL."

Penelitian ini memang membahas mengenai sebuah organisasi yang fokus

membantu proses advokasi dalam kasus penyandang disabilitas yang mengalami

! Ratri Maulidina, “ Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus
di Sasana dan Advokasi Difabel (SIGAB) “, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

1> Sabirin, Advokasi Terhadap Komunitas Difabel Anak Jalanan dan Remaja Jalanan
(Refleksi Praktik Bersama Perkumulan Keluarga Berencana Indonesia Daeah Istimewa
Yogyakarta), Vol 2 No 2, Oktober 2015, hal 3-7.
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permasalahan. Namun penelitian ini hanya berfokus pada individu bukan
kepentingan peyandang disabilitas secara keseluruhan. Penelitian yang akan saya
lakukan berbeda dengan penelitian ini dimana saya akan melihat peran organisasi
PPDKP dalam melakukan advokasi guna mendapatkan pemenuhan hak serta
perlindungan untuk seluruh penyandang disabilitas di Kulon Progo.

Penelitian yang selanjutnya yaitu sebuah buku karya M. Syafi’ie yang
berjudul Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara. Buku ini
menununjukan kepada para pembaca mengenai advokasi yang dilakukan untuk
membantu korban dimana korban dalam buku ini adalah difabel. Kasus-kasus
yang diangkat antara lain adalah kasusu pemerkosaan, pencurian dan lain-lain.
Dalam proses advokasnya terjadi banyak kendala yang harus dihadapi korban
maupun kepolisian yang bertanggungjawab dalam pengusutan kasus-kasus
kriminal seperti dalam buku ini. Buku ini juga menegaskan bahwa penyandang
disabilitas sangatlah rentan dan wajib untuk diperhatikan dengan khusus
dikarenakan ada banyak kasus yang akhirnya berakhir begitu saja tanpa adamya
tindakan yang seharusnya berjalan secara adil.*®

Penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi’ie membahas mengenai proses
advokasi mengenai beberapa kasus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Serta didalamnya menunjukan mengenai ketidakadilan yang diterima oleh
penyandang disabilitas dalam proses advokasi. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian yang akan saya lakukan

berfokus pada peran sebuah organisasi PPDKP yang melakukan advokasi

M. Syafi’ie dan Purwnti, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara,
(YYogyakarta : Sigab,2014), hal 45-74
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terhadap pemerintahan kabupaten Kulon Progo untuk membuat perda yang
mengatur mengenai pemenuan hak dan perlindungan terhadap penyandang
disabilitas mengingat banyaknya kasus yanng terdapat di Kulon Progo.

Penelitian lain yang membahas mengenai peran sebuah lembaga terhadap
disabilitas juga pernah diteliti oleh Dita Kusumanungrum mahasiswa
Pengembangan Masyarakat Islam yang dibimbing oleh Drs. H. Afif Rifai tahun
2015 yang berjudul Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam
Meningkatkan Ekonimi Difabel di Cabean , Sewon Bantul. Dalam skripsi ini Dita
Kusumaningrum membahas tentang peran sebuah yayasan penyandang disabilitas
dalam meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas. Dapat kita ketahui
bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam menjalankan peran
sosialnya serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di berbagai
perusahaan di Indonesia. Tulisan skripsi ini berfokus pada peran atau manfaat
adanya  Yayasan Penyandang Cacat terhadap kesejahteraan penyandang
disabilitas dalam bidang peningkatan ekonomi.*’

Penelitian Dita Kusumanigrum ini merupakan penelitian yang berfokus
pada peran senbua yayasan dalam meningkatkan perekonomian penyandang
disabilitas. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian yang saya lakukan
karena penelitian saya berfokus pada peran sebuah lembaga dalam melakukan
advokasi guna mendapat perda yang mengatur mengenai pemenuhan hak dan

perlindungan terhadap peyandang disabilitas.

" Dita Kusumaningrum, “ Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dlam
Meningkatkan Ekonomi Difabel di Cabean Sewon Bantul”, Skripsi fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.
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Dua Penelitian yang membahas mengenai advokasi social juga pernah
diteliti oleh Yoshep Saputra jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu social dan
ilmu politik Universitas Riau Pekanbaru yang berjudul Oganisasi Gerakan
Sosial (Studi:Serikat Tani Riau Dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat
Pulau Padang). Jurnal ini menunjukan peran STR dalam melakukan advokasi
terhadap PT. RAPP yang menghabiskan lahan warga Riau. PT ini mendapat ijin
untuk mendirikan oleh pihak pemerintah namun nyatanya justru PT ini
memperluas lahannya dan masuk ke lahan warga. Bentuk pergerakan yang
dilakukan warga Riau bermacam-macam mulai dari jahit mulut, bakar diri, demo
dan pendirian tugu. Dalam pelaksanaan advokasi, tentunya terdapat banya konflik
didalamnya dimana ada banyak pula warga yang mendapat rezeki dari PT. RAPP
ini yang bekerja di pabrik ini sebagai buruh dan jelas mereka terancam akan
terkena PHK bila PT ini di tutup. Namun, dari pihak yang kontra lebih sedikit
jumlahnya dibandingkan dengan yang pro atau setuju dengan tindakan STR.®

Penelitian yang dilakukan Yoseph Saputra memang penelitian mengenai
advokasi sosial yang dilakukan guna membantu atau membela masyarakat yang
merasa tidak adanya keadilan. Sama seperti penelitian yang saya lakukan dimana
organisasi PPDKP melakukan advokasi karena penyandang disabilitas merasa
diperlakukan secara tidak adil. Namun, perbedaan dengan penelitian yang akan
saya lakukan yaitu tetang advokasi sosial yang dilakukan yaitu advokasi yang

dilakukan untuk membuat peraturan yang mengatur tentang pemeuhan hak dan

18 Yoshep Saputra, “Gerakan Soial (Studi : Serikat Tani Riau Dalam Mengadvokasi
Kepentingan Masyarakat Pulau Padang)”.Volume 19, No 28 Juli-Desember 2013, him 46.
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perlindungan penyandang disabilitas. Selain itu aktor-aktor yang berperan
merupakan sebagian besar adalah penyandang disabilitas.

Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian dengan judul Advokasi Sosial
yang ditulis oleh Teungku Zulyadi Dosen Prodi PMII Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan mengenai
alur sebuah advokasi sosial itu berjalan mulai dari tahap-tahap yang dilalui serta
strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan advokasi.'

Penelitian mengenai alur advokasi ini hanya menjelaskan mengenai
bagaimana alur yang baik atau proses advokasi yang benar. Sedangkan penelitian
yang saya lakukan mengenai advokasi sosial yang dilakukan atas dasar adanya

permasalahan yang menjadi alasan melakukan advokasi dan tujuannya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang membedakan penelitian
sebelumnya dengan penelitian ini adalah belum ada penelitian yang melihat
gerakan sebuah organisasi yang di dalamnya beranggotakan penyandang
disabilitas yang melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten guna
mendapatkan perlindungan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas
khususnya di Kabupaten Kullon Progo.

E. Kerangka teoritik
1. Pengertian Advokasi
Advokasi adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengubah
kebijakan, posisi atau program dari berbagai macam institusi atau lembaga

( Advocacy is an action directed at changing the policies, position or

9 Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”Volume 21, No. 30, Juli-Desember 2014 hlm 64-76.
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programs of any type of institude). Organisasi the center of development
and population activities menganjukan definisi bahwa advokasi adalah
bekerja dengan orang atau oganisasi lain untuk membuat perubahan atau
perbedaan. Dari buku an introduction to Advicacy, training guide menurut
Sharma dalam Hadi Pratomo dikenalkan beberapa pengertian terkait
advokasi, misalnya:

a. Advokasi adalah mengemukakan pendapat secara Kkeras,
menggambarkan perhatian masyarakat terhadap isu penting dan
mengarahkan pembuat keputusan untuk memberikan solusi
(Advocacy is speaking up, drawing a community’s attention to an
important issue, and directing decision makers toward solution).

b. Advokasi adalah pembelaan, mempertahankan dengan gigih atau
merekomendasikan ide kepada orang lalin (Advocacy is pleading
for, defending or recommending an idea before other people)

c. Advokasi adalah keikutsertaan orang-orang dalam pembuatan
keputusan yang dapat mempengarui hidup mereka.?

Menurut Mansour Fagih dikutip oleh Makinnudin dan Tri Hardiyanto

Sasongko dalam Hadi Pratomo:

advokasi adalah media atau cara yang digunakan dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu. Adokasi lebih merupakan suatu usaha
sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan
terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju.
Advokasi memiliki 2 model yaitu:

1. Advokasi litigasi, yaitu alat untuk melakukan pembelaan di
pengadilan. Sifat dari advokasi litigasi yaitu sifatnya sangat kasuistik
dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk pengadilan. Advokasi
dalam bentuk litigasi dianggap oleh sebagian piak dapat mereduksi
persoalan sosial yang sedang dihadapi korban kebijakan.

2. Advokasi non-litigasi, Yyaitu advokasi ynag dilakukan dengan
melakukan pengorganisasian masyarakat, desakan masa untuk
memperjuangkan hak-haknya.?*

0 Hadi Prtomo, Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di
Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2015) hal 33-34
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2. Tujuan Advoksi Menurut Mansour Faqih dalam Hadi Pratomo

a. Advoksi dilakukan dengan menarik perhatian pembuat kebijakan
terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.

b. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan
impementasi kebuijakan.

c. Advokasi mampu memberi pemahaman kepada public mengenai
kebijakan tertentu.

d. Advokasi mampu memberikan keterampilan dan cara pandang
individu atau kelompok agar implementasi kebijakan bisa dilakukan
dengan baik.

e. Advokasi menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada
rakyat.

f.  Advokasi mampu mendorong aktivitas-aktvitas dari masyarakat sipil.?

3. Teori Advokasi (teori Sharma)
Advokasi merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau
organisasi masyarakat yang terorganisir , sistematik, berusaha untuk

mempengaruhi pengambilan kebijkan agar lebih mempertimbnagkan

partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan.
Elemen atau Komponen dalam advokasi menurut teori sharma

a. Memilih dan menetapkan menetapkan tujuan advokasi

2! Makinuddin dan Tri Hardiyanto Sasongko, Analisi Sosial Bersaksi, (Bandung: Yayasan
ANGKATIGA, 2006) him 13.

22 Sugit Pamungkas , Advokasi Berbasis Jejaring, (Yogyakata : Gedung Pusat Antar
Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada ,2012) him 12-13
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Melakukan penetapan tujuan advokasi Yyang berdasarkan pada
permasalahan yang dihadapi.

. Pemanfatan data dan Riset untuk Advokasi

Data yang up to date dan dapat dipercaya merupakan suatu argument yang
meyakinkan dalam melakukan advokasi.

. ldentifikasi Khalayak saran atau target Advokasi

Tentunya jika isu atau masalah sudah dipilih dan tujuan advokasi sudah
ditetapkan perlu indentifikasi sasaran pembuat keputusan atau penentu
kebijakan mana yang akan dituju. Tentunya sang pembuat keputusan
sendiri sebelum membuat kebijakan juga dipengaruhi atau akan
memperoleh masukan dari berbagai orang atau individu atau organisasi
yang berpengaruh terhadap pembuat keputusan tersebut.

. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi

Teknik pengemasan dan penyampaian pesan sangat penting. Pesan apa dan
bagaimana dikemas agar target sasaran dapat membuat keputusan yang
mewakili kepentingan kelompok advocator. Penyampaian pesan dilakukan
dan disampaikan kepada pihak sasaran advokasi dengan menggunakan
data yang ada.

. Membangun Koalisi dan jejaring kerja

Pada intinya pihak-pihak yang berkepentingan tentunya memiliki tujuan
yang sebagian atau semua hampir serupa karena itu mereka akan tertarik

untuk bergabung dalam satu koalisi yang merupakan himpunan individu
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dan atau organisasi yang punya kepentingan dengan isu advokasi yang
diangkat.
f. Menggalang dana dan sumber dana lain untuk mndukkung advokasi

Dalam knteks elemen advokasi dalam teori ini lebih dilihat dari kaca mata

non pemerintah sehingga termasuk upaya penggalangan dana juga harus

dipikirkan koalisi advokasi tersebut.

g. Strategi advokasi dapat disempurnakan dan diperbaiki (evaluasi)

Disini terlihat betapa pentingnya selalu memiliki umpan balilk dan

evaluasi

yang berkelanjutan dari upaya advokasi yang dilakukan kelompok.

Dengan

demikian,selalu terdapat kesempatan untuk memperbaiki upaya advokasi

termauk strategi yang dilakukan.?®

A. Strategi Advokasi

1. Strategi proaktif

Pengertian strategi proaktif adalah upaya yang digunakan oleh
kelompok advocator yang ditujukan untuk mempengaruhi sebelum
suatu kebijakan, perundangan, peraturan, dan produk hukum
lainnya disahkan secara hukum. Dalam konteks ini, para pejuang
advokasi berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai informasi
yang mendukung maupun menghamabat seblum kebijakan hukum
diterbitkan oleh instansi yang berwenang (legislasi, eksekutif dan

organisasi lain yang releven).**

Advokasi yang proaktif disebutkan ada tiga strategi yaitu:

% Hadi Prtomo,Adokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia,
(Jakarta: PT RajaGrafindo,2015) him 33,34
* Ibid., him 89
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a. Lobbying : Sprechmann dan pelton dalam Hadi Pratomo
mengemukakan bahwa loby adalah sebuah peran advokasi dimana
pelaku advokasi terlibat langsung di dalam sebaga seorang peserta
yang langsung terlibat mempengaruhi lahirnya kebijakan.

b. Dengar Pendapat (public hearing) : Pertemuan yang diadakan untuk
mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang
mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagamana yang ada dalam batas
tugas dan kewenangannya.

c. Kampanye . Terkait dengan advokasi menurut Brewer seperti
dikutip oleh Comfort seprti dikutip Mastuti dan Kartikasari dalam Hadi
Pratomo  mendefinisikan“kampanye adalah sebuah usaha terorganisir
untu membentuk pedapat public”. Dalam strategi kampanye terdapat tipe-
tipe kampanye yaitu:

1. Kampanye Bisik

2. Kampanye Damai

3. Kampanye diaglogis

Selain strategi proaktif, terdapat strategi raektif yang berlawanan dengan

strategi proakatif

2. Strategi Reaktif

strategi di mana pekerja advokasi berupaya mengubah kabijakan
justru setelah kebijakan, perundangan, peraturan, dan sebagainya
telah diundangkan atau ditetapkan secara hkum. Bahkan strategi ini
bisa dilakukan setelah mesyarakat terkena korban sebagai akibat
dari kebijakan public yang tidak tepat.?

% 1bid., him 90
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif,
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan.?® Peneliti menggunakan metode deskriptif
kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap fakta, keadaan dan
fenomena yang terjadi terkait peran PPDKP dalam melakukan
advokasi pendesakan perda nomor 3 tahun 2016 kemudian peneliti
melakukan analisa dari data yang didapat secara deskriptif sesuai
dengan fakta-fakta yang ada selama melakukan penelitian.
2. Subjek dan Obyek Penelitin
Subyek dari penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki
informasi mengenai obyek penelitian yang disebut dengan key
person.’’Adapun Key Person yaitu: (1) Bapak Sarjiya sebagai ketua
PPDKP yang merupakan salah satu penggerak advokasi selain itu juga
ada Bapak Nugraha serta Bapak Nur yang juga ikut serta secara aktif
dalam proses pendesakan perda (2) SIGAB (Sasana Integrasi dan
Advokasi Difabel) yaitu bapak Muh Samsudin dan Bapak Rohmanu
sebagai tim lapangan Kulon Progo yang memberikan educating
tentang pendidikan politik, isu diskriminasi disabilitas, bentuk-bentuk

hukum serta kegiatan yang bersangkutan dengan advokasi (3) ILAI (

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya Offset, 2005), him. 3.

#" Tatang M. Arimin, Menyusun Rencana Penelitian,(Jakarta: Raja Grafindo
Persada,200),him.183.
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Independent Legal Aid Institute), yaitu Bapak Winarta sebagai tim
advokasi perda yang membantu proses pendesakan perda di Kulon
Progo, (4) CIQAL ( Center for Improving Qualified Activity in Life)
yaitu Ibu Arni sebagai tim yang membantu dalam proses advokasi
pendesakan perda Kulon Progo.

Obyek dari penelitian ini adalah peran PPDKP dalam melakukan
advokasi pendesakan peraturan daerah kabupaten Kulon Progo yaitu

perda nomor 3 tahun 2016 tentang pemenuhan hak disabilitas.

. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatatif dapat dilakukan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang alami sumber
data primer,dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi.’® Metode penelitian yang peneliti
gunakan:

1)  Wawancara/Interview
Pada pelaksanaan dalam teknik wawancara ini akan
terdapat narasumber yang akan melibatkan subyek penelitian,
diantaranya adalah Ketua PPDKP bapak Sarjiya, Lembaga yang
bersangkutan saat melakukan advokasi, SIGAB vyaitu bapak
Rohmanu dan Bapak Muh Samsudin, ILAI bapak Winarta dan
CIQAL Ibu Arni. Jenis wawancara yang digunakan berupa

wawancara tak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak

106

%8 3. Nasution, Metode Reserch (penelitian alamiah) (Jakarta : Bumi Aksara,1996), him
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terstruktur atau terbuka yaitu pelaksanaan wawancara tidak
menggunakan pedoman wawancara Yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap, namun yang digunakan hanya
berupa  garis-garis besar  permasalahan yang akan

ditanyakan.?®

2)  Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan
data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.
Dokumentasi yang berupa arsip lembaga dan dokumentasi.*°
Bentuk dokumentasi yang kumpulkan yaitu AD/ART PPDKP,
Dokumentasi berupa foto dalam proses advokasi PPDKP, serta
Naskah Akademik yang dibuat oleh Lembaga ILAI dan CIQAL
dimana didalamnya PPDKP ikut serta dalam proses pembuatan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses wawancara/
interview dan dokumentasi kemudian dianalisis. Analisis data meliputi
mereduksi data, penyajian data, Menarik kesimpulan dan
melaksanakan verivikasi **Analisis data dapat dilakukan dengan

tahap-tahap sebagai berikut:

# gugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima,
2009), him. 83

%0 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif, him 158

31 Suharsaputra Uhar, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tinakan
(Bandung:PT. Refika ditama),him.216
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1)  Reduksi data
Memilih data dan merangkum data yang penting dalam proses
penelitian.®? Setelah melakukan observasi di lapangan selama
proses penelitian tentang peran PPDKP dalam melakukan
advokasi kepada pemerintah Kulon Progo, peneliti kemuadian
melakukan redukasi data. Data-data yang diperoleh peneliti
yaitu berupa wawancara dan dokumentasi baik yang dimiliki
lembaga yang membantu maupun PPDKP sendiri. Setelah
mendapat data, selanjutnya peneliti memilih dan merangkum
data-data yang penting selama proses penelitian. Reduksi data
peneliti lakukan agar memudahkan peneliti untuk menarik
kesimpulan serta memudahkan pembaca dalam mengetahui hasil
dari sebuah penelitian.

2)  Penyajian data
setelah peneliti melakukan reduksi data kemudian peneliti
melakukn penyusunan data atau informasi yang diperoleh.
Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca
dan menarik kesimpulan secukupnya terhadap data yang telah
disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil

kesimpulan.

%2 1bid., him 218
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5. Teknik Validasi Data
Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatka sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau membandingkan terhadap data itu.*® Langkah yang
dilakukan dlam triangulasi data dalam penelitian peran advokasi
PPDKP dalam proses advokasi pendesakan perda nomor 3 tahun 2016
yaitu:
a. Membandingkan serta melakukan klarifikasi tentang apa yang
dikatakan narasumber dengan narasumber yang lainnya.
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi
yang berkaitan dengan peran advokasi PPDKP.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan hasil laporan
penelitian ini, berikut ini akan disajikan sistematika dalam beberapa
bagian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan
secara sistematis. Akan terdapat tiga bagian dalam menyusun laporan hasil
penelitian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.
Adapun sistematika bagian awal terdiri dari halaman judul, kata
pengantar, abstraksi, daftar isi. Sedang pada bagian utama terdiri dari:
Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran umum

seputar penelitian ini, sebagai landasan awal dalam melakukan

%% Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif Ed, (Badung: PT. Remaja Rosdakarya,
2012) him. 330.
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penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi mengenai gambaran umum mengenai lokasi PPDKP
yang bertempat di Wates, JI. Sutijab No. 61, Wates, Kulon Progo serta
gambaran umum wilayah kabupaten Kulon Progo. Dalam bab ini pula, akan
dijelaskan tentang gambaran umum organisasi PPDKP.

Bab Il1, berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu
bagaimana peran PPDKP dalam melakukan advokasi guna mendapatkan
peraturan daerah di kabupaten Kulon Progo yang secara khusus mengatur
tentang difabel.

Bab 1V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap
semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan
saran-saran, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

proses advokasi yang dilakukan oleh organisasi PPDKP.
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BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait peran PPDKP (Persatuan
Peyandang Disabilitas Kulon Progo) dalam proses advokasi guna mendapatkan
peraturan daerah pemenuhan hak disabilitas, penulis dapat menyimpulkan bahwa,
PPDKP belum mampu dalam melaukan advokasi sendiri sehingga harus dibantu
oleh lembaga yang lebih memahami tentang advokasi. Dalam proses advokasi,
PPDKP dibantu oleh dua lembaga yaitu CIQAL dan ILAI. Selain itu PPDKP juga
dibantu dalam penguatan pengetahuan mengenai pendidikan politik, isu

dskriminasi serta bentuk-bentuk hukum di Indonesia oleh lembaga SIGAB.

Lembaga yang membantu PPDKP dalam mewujudkan pemenuhan hak
penyandang disabilitas sangat konsisten. Pernyataan tersebut terbukti dengan
peran lembaga CIQAL dan ILAI yang selalu membantu dalam proses advokasi
mulai dari memilih dan menetapkan tujuan sampai pada strategi yang dilakukan
guna mempercepat pengesahan perda. Pelaksanaan advokasi pendesakan perda ini
menunjukan betapa pentingnya koalisi advokasi yang dilakukan, karena tanpa
lembaga yang membantu, kemungkinan PPDKP tidak mampu melakukan
pendesakan kepada pemerintah untuk mengeluarkan perda yang secara khusus

mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (PPDKP) dalam proses
advokasi juga memiliki manfaat bagi kemajuan PPDKP sendiri mulai dari

masyarakat yang lebih mengenal tentang PPDKP, PPDKP mulai mampu
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menyelernggarakan HDI ( Hari Difabel Internasional), mendapatkan bantuan dari
APBD sebesar 37 Juta, mendapat sumbangan dari beberapa legislatif kulon progo,
memiliki banyak relasi di pemerintahan. Manfaat yang begitu luar biasa yang
dirasakan PPDKP dari proses advokasi yang telah dilakukan meskipun advokasi

yang dilakukan tak lepas dari bantuan lembaga terkait.

2. Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis
memberikan saran kepada:

a. PPDKP

Selama ini PPDKP sudah menjalankan fungsinya secara meksimal, dengan
menginisiasi kelompok penyandang disabilitas untuk membentuk wadah berupa
DPO ( disabel people Organization) akan tetapi inisiatif saja tidak cukup dalam
menjalankan organisasinya. Didalam PPDKP selama ini masih kurang
pemahaman kepada anggota didalamnya mengenai pentingnya kesadaran tetang
organisasi penyandang disabilitas untuk masa depan para penyandang disabilitas.
Kurangnya Kkajian-kajian didalam organisasi yang penting untuk kemajuan
organisasi. Karena menurut pengalaman sebelumnya, PPDKP dalam melakukan
advokasi, masih lemah dalam pengetahuan tentang advokasi. Sehingga perlu
adanya pembekalan dan penguatan SDM di PPDKP.

b. Lembaga CIQAL, SIGAB dan ILAI

Setelah melakukan penelitian, yang dilakukan terhadap lembaga dengan
menggunakan teknik wawancara, dari hasil tersebut peneliti kesulitan dalam

menemui narasumber terkait tim yang membantu pelaksanaan pendesakan perda
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Kulon Progo. Peneliti harus melakukan wawancara dengan beberapa anggota dari
setiap lembaga (CIQAL dan SIGAB) hingga akhirnya peneliti baru bisa menemui
narasumber yang benar-benar membantu dalam proses pendesakan perda.
Alangkah lebih baik bila setiap anggota atau setiap tim dari lembaga mengetahui
peran masing-masing anggota lembaga secara jelas sehingga tidak
membinggungkan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan

lembaga.

Lembaga yang bergerak pada isu penyandang disabilitas serta kelompok
rentan juga perlu adanya penguatan SDM bagi penyandang disabilitas baik itu
pengetauan dalam bentuk apapun. Hal ini menjadi sangat penting dimana selama

proses advokasi PPDKP lebih banyak dibantu oleh lembaga.
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DAFTAR PERTANYAAN
(PPDKP)

Mengapa PPDK P melakukan advokasi ?

Bagaimanatahap awal atau langkah awal yang dilakukan PPDKP saat akan
melakukan advokasi?

Bagaimana cara PPDK P melakukan sosialisas kepada anggota disabilitas lain?
Bagai mana antusi as anggota disabilitas yang lain?

Adakah kesulitan pada tahap awal saat melakukan advokasi?

a Internal (penggalangan danaseperti apa ?)

b. eksternal

Apakah PPDK P juga melakukan sosialisasi mengenai advokasi kepada warga
masyarakat sekitar?

Jika PPDK P melakukan sosialisasi, berpa kali PPDKP melakukan sosialisal kepada
warga?

Bagai mana tanggapan warga?

Lembaga apa sgja yang bergabung dalam poses advokasi PPDK P?

Bagaimana kah peran masing-masing lembaga?

Lembaga mana yang lebih banyak berkontribusi?

Kesuliatan apa sgja kah yang diterima atau dirasakan PPDK P saat melakukan
advokasi padatahap lanjut?

Adakah aksi yang dilakukan PPDKP seperti kampanye,bikot dan lain sebagainya?
Kampanye semacam apa?

Setelah melakukan advokasi dan mendapatkan perda yang diinginkan bagaimanakah
peran pemerintah? (implementasi)

Apakah perda yang selamaini diupayakan, sudah merupakan peraturan yang
diinginkan PPDKP (kelompok disailitas Kulon Progo keseluruhan)? Alasan?

Bila belum sesuai adakah tindakan lanjut yang akan dilakukan?

Bagaimana pula dengan perilaku warga masyarakat kepada disabilitas setelah adanya
perda?



10.

11.

12.

13.

14.

DAFTAR PERTANYAAN

(LEMBAGA)

Apaaasan lembaga membantu proses advokas pendesakan perda kulon progo?
Bagaimana |lembaga dapat mengenal PPDKP?

Bagaimana pendapat L embaga terhadap peran yang diberikan PPDK P dalam proses
advokasi?

Kapan lembaga mulai membantu atau melakukan koalisi advokasi dengan PPDKP?
Bagaimana proses koalisi tersebut?

Peran apa sgjakah yang diberikan lembaga dalam proses advokasi ?

a PPDKP

b. Pemerintahan

K endala apa sgja yang diterima lembaga dalam proses advokasi ?

a Eksterna

b. internal

Adakah kontribusi lain yang dilakukan lembaga selain advokasi?

Dalam proses advokasi, apakah lembaga melakukan perjanjian atau MOU dengan
lembaga serta PPDK P?

Kesulitan apa yang dirasakan lembaga saat melakukan koalis dengan lembaga lain?
Bagai mana |embaga mel akukan pembagian tugas antar |lembaga dalam proses
advokasi?

Bagaimana upaya lembaga mendanai proses advokasi yang sedang diupayakan?
Adakah peran lanjutan yang dilakukan atau diberikan lembaga kepada kel ompok
difabel setelah perda disahkan?

Sampai saat ini masih kah lembaga melakukan monitoring terhadap implementasi

perda?



15. Adakah perubahan PPDKP terkait dengan kinerja PPDKP setelah dan sebelum
PPDKP ikut serta dalam proses advokasi ? (menurut lembaga) Seperti apa contohnya?

16. Apakah lembaga juga tetap melakukan pendampingan kepada PPDKP selain
membantu melakukan pendesakan perda Kulon Progo?

17. Bagaimana menurut lembaga respon masyarakat terhadap proses advokasi yang
dilakukan?

18. Setelah perda di sah kan, seperti apa bentuk bantuan pemerintah kepada disabilitas
kulon progo? Bagaimana pula bagi PPDKP?

19. Bentuk monitoring seperti apa yang dilakukan lembaga dalam proses implementasi ?

20. Apakah masukan dari lembaga untuk PPDK P?



Gambar 1 : kegiatan kampanye diaglogis

Gambar 2 : Kegiatan kampanye diaglois




Gambar 4 : Kegiatan kampanye Gambar 5 :Kegiatan kampanye

Gambar 6: Kegiatan kampanye diaglogis




Gambar 7 : Kegiatan audiensi pilpres

Gambar 8 : Kegiatan sosialisasi degan calon legislatif




Gambar 9 : Kegiatan diskusi publik dengan calon legidatif
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Tempat, d:em Tanggal Lahir : Kirobayan Tirtosar Kretek Bantul, 18 Desember 1994
Nomor Induk Mahasiswa . 13250115
Fakuitas . Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-89), di :

Lokasi  © Hargowilis
Kecamatan . Kokap
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.l. Yogyakarta

dari tanggal 20 Juni s.d. 31 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,58 (A). Sertifikat
ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
-dengan .status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti .ujan Munagasyah
Skripsi.

M pap P >/
Gnmﬂ@iakln S.Ag., MA.
NIP. : 19720912 200112 1 002




B e

100 T £0826) 8171656) dIN
“BY°W_1UeAly DAy 18335 7Iq |

v.' N

ueemsiseyeway uep ylwapeyy suepig ‘.‘_&W_mm 1DBM
lopay ‘u'e
€107 19quia3das 7 ‘elrexeASox

(ueuefejad wel 07) £107 sNIsNBY 67 "P's LT 1e85ueL
¥10Z/€10T Ylwapeyy unye| ese(ljey ueuns Nin nieg emsiseyey i5eg

I9ONIL NVNINOY3d Id NVAVIVY13gwad ISVSITVISOS

uejel3ay uep sesn) enwas ueylesaaAusaW eAuue)iseyIaqaY sele

©11359d leseqas

ISE)IUNWOY uep yemyeq : sejnye4

(SY1) [e1sos ueessjyelasay) nwi| : Ipoid/uesnine
Giogeel - WIN

IMILE3d LYl 1d1Nd - euweN

‘epeday ueyLIaqLp

VOVIITVI NVNNS

IRIIDIN WVYTSI SVYLISYIAINND
YIWVYDV NVIIIINTIWIA €102/8°TSLT/6°00:dd/1™¥4/20°NIN HOWON

i % . o




PROFIL KETERAMPILAN
Tempat dan tanggal lahir: Bisa berkomunikasi dengan baik
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DA putrijati90s@gmail.com O Pernah mendampingi anak bermasalah
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